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1. Kesimpulan 
a. 	 Di dalam menjalani masa skorsing pekerja tetap memperoleh hak-hak 
sebagaimana mestinya yaitu yang berupa hak atas upah dan hak atas kegiatan 
berserikat. Dan atas hak-hak tersebut pengusaha berkewajiban untuk 
memenuhinya. Namun dalam hal pengupahan, upah yang diterima oleh pekerja 
selama menjalani masa skorsing adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima per 
seratus) dari upah yang sebagaimana biasanya diterima. Ketentuan ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (l) Kepmenaker No. 150 Tahun 2000. 
b. 	 Bahwa pengusaha melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak yang 
dimiliki pekerja selama menjalani masa skorsing yang berupa upah yang 
terlambat dibayar atau tidak diberikan, dihalang-halanginya pekerja atas 
pemenuhan hakn:ta untuk berserikat serta jangka waktu skorsing yang melebihi 
batas ketentuan. Itpaya hukum bagi pekeIja dalam hal teIjadi perselisihan atas 
pemenuhan hak d pat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama adalah dengan 
I 
melalui Arbitrase~ dimana untuk putusan Arbitrase ini tidak da~~t qimintakan 
pemeriksaan ulangan. Kedua adalah melalui Panitia Penyelesaian ~s.~lisihan 
Perburuhan, dimana dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk tercapainya suatu 
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putusan. Ketiga adalah pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas 
dasar wanprestatie (untuk upah) dan dilakukannya tindak pidana oleh pengusaha 
(\,lnluk.~U\PnuJMn hn!iibllt'{)lJlit mengenai jatuhnya putusan skorsing pengusaha 
harus mempertimbangkan berbagai hal dan bila perJu dilakukan upaya konsultasi 
terlebih dahulu kepada serikat pekerja untuk putusan tersebut. Karena hal tersebut 
terkait erat dengan pemenuhan hak-hak pekerja Sehingga pekerja tidak akan 
merasa dirugikan apabila pada akhimya tetbukti bahwa pekerja tersebut tidak 
melakukan kesalahan yang sanksinya daapt berupa skorsing tersebut. Dan 
kaJaupun pekerja tersebut memang terbukti bersalah maka putusan yang diambil 
tidak akan merugikan pekerja. 
b. 	 OaJam kaitannya dengan pengaturan masalah skorsing pemerintah harus segera 
mengeluarkan peraturan tentang adanya putusan yang secepat-cepatnya dari P4D 
dalam ha1 skorsing yang mengarah kepada Pemutusan Hubungan Kerja. Karena 
seperti yang disebutkan dalam Pasai 16 ayat (4) Kepmenaker 150 Tahun 2000 
bahwa apabila sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan belwn ada putusan 
mengenai pekerja yang diskorsing maka pengusaha tidak lagi wajih untuk 
membayar upah, adalah sangat merugikan pekerja. 
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c. 	 Perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja hendaknya 
diselesaikan rnelalui Arbitrase. Karena selain proses yang cepat, yang terpenting 
adaJah adanya kebebasan bagi para pihak dalam rnenentukan hal-hal yang 
berkaitan dengan upaya penyelesaian tersebut. Sehingga putusan yang 
dikeluarkan benar-benar rnerupakan putusan yang terbaik bagi para pihak 
d. 	 Dengan rnasih adanya pola pikir atasan dan bawahan yang melahirkan pemikiran 
bahwa pengusaha berwenang penuh atas peketjanya sehingga terjadi perselisihan 
hubungan kerja rnaka pemikiran yang dernikian hams diubah dengan pernikiran 
bahwa antara pengusaha dengan pekerja adalah rnitra ketja. Sehingga dengan 
kondisi yang demikian rnaka rnasing-masing pihak rnerniliki kedudukan yang 
sarna kuat dan satu sarna lain tidak dapat saling rnenjatuhkan. Untuk rnembangun 
hubungan kemitraan ini perlu adanya peranan pemerintah sebagai pihak yang 
berwenang untuk mengarnbil kebijakan-kebijakan dalam kaitannya dengan 
kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Adanya 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam 
hal ini, yakni pengusaha, pekerja dan pemerintah adalah yang disebut dengan 
Triparteit System. Dengan dilibatkannya pemerintah maka diharapkan pemerintah 
akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mewakili kepentingan 
masing-masing pihak, bukan kebijakan yang hanya berpihak kepada pihak yang 
kuat saja. 
